
 

PK Eselon II: PK Eselon III: PK Eselon IV:
1 orang 6 orang 18 orang

Sasaran 2: Sasaran 3 : Sasaran 2 : Sasaran 3 : Sasaran 1 : Sasaran 2 :

program pengelolaan 
barang milik daerah

program pengelolaan 
pendapatan daerah

kegiatan koordinasi 
dan penyusunan 
rencana anggaran 
daerah

kegiatan pengelolaan 
data dan implementasi 
sistem informasi 
pengelolaan daerah 
lingkup keuangan daerah

kegiatan 
penunjang urusan 
kewenangan 
pengelolaaan 
keuangan daerah

kegiatan 
koordinasi dan 
pengelolaan 
perbendaharaan 
daerah

kegiatan koordinasi 
dan pelaksanaan 
akuntansi dan 
pelaporan keuangan 
daerah 

kegiatan 
pengelolaan 
barang milik 
daerah

Indicator : Indicator : Indicator :

Opini BPK
Persentase PAD 
terhadap Pendapatan 
Daerah

IKU1 :

Opini BPK

Tujuan 

Tujuan 4 :

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
yang berkualitas

Meningkatnya birokrasi yang bersih dan 
akuntabel

Indikator kinerja

IKU1 :

Indeks pengelolaan Keuangan Daerah

Indicator :

a. terealisasinya 
pendapatan sesuai 
dengan target yang 
telah ditetapkan 

Indicator :

a tersusunnya 
perencanaan pendapatan 
daerah

kegiatan pengelolaan pendapatan daerah

c. kesesuaian APBD dengan regulasi serta kebijakan anggaran

b. terlaksananya 
monitori dan evaluasi 
atas realisasi 
penerimaan daerah 
tahun 2020

d. penyerapan anggaran 

e. kondisi keuangan 

b. tersedianya produk 
hukum penunjang 
pendapatan daerah

c. terlaksananya 
pendataan, pendaftaran, 
penetapan dan 
pencetakan SPPT PBB-P2

b. terhimpunnya 
permasalahan-
permasalahan dalam 
penagihan 

c. terselesaikan 
permasalahan-
permasalahan dalam 
penagihan

d.  Tersusunnya peraturan daerah tentang pokok-pokok 
pengelolaan keuangan daerah

c. transparasi

k. jumlah barang milik daerah yang dilakukan penilaian 
untuk disewakan kepihak ke tiga

g. Penyusunan laporan barang milik daerah dengan 
baik

d. terlaksananya proses 
verifikasi dan validasi 
BPHTB tahun 2021

e. terlaksananya 
pendataan dan penetapan 
pajak dan tertib daerah 
tahun 2021

Indicator:

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

Indicator :

a. Tersusunnya KUA dan PPAS tepat waktu

Indicator :

a. Terlaksananya barang milik daerah yang akan 
dilakukan pemindahtanganan atas usulan SKPD 

b.  Terlaksananya penilaian terhadap barang milik 
daerah sesuai dengan usulan SKPD 

c. Terlaksananya pemindahtanganan dan pemusnahan 
barang milik daerah

d. jumlah dokumen standar harga

e. rekonsiliasi barang milik daerah dengan seluruh 
SKPD 

f. penyusunan laporan barang milik daerah dengan baik

b.  Tersusunnya anggaran tepat waktu

Terwujudnya sistem 
pelaporan Keuangan 

Daerah

Sasaran 3 :

a. kesesuaian dokumen perencanaan 
dengan penganggaran 

tersusunnya 
anggaran yang tepat 

waktu

c. tersedianya sarana 
dan prasarana 

pengelolaan pajak 
daerah

Tersusunnya laporan 
keuangan dan 

laporan Milik Daerah 
tepat waktu

a. tersedianya barang 
cetakan untuk 
kegiatan pengelolaan 
pendapatan daerah

b. kualitas anggaran

Terwujudnya pengelolaan 
keuangan dan barang milik 
daerah yang berkualitas di 

Perangkat Daerah

meningkatnya 
pengelolaan 

pendapatan daerah

Meningkatnya 
pengelolaan 

pendapatan Daerah

program pengelolaan keuangan daerah

Indicator : 

a. Terlaksananya 
pendataan dan 

pendaftaran objek pajak 

b. Terlaksananya 
pengelolaan 

pendapatan Daerah

Visi

Visi :

“Mambangkik batang tarandam, menjadikan 
kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat

BADAN KEUANGAN DAERAH

Misi 4 :

Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola 
pemerintah yang baik dan bersih

Misi
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CASCADING BADAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI

Sasaran 

Sasaran 4 :

e.  Tersusunnya standar biaya

f. terlaksananya SIPD dalam penyusunan anggaran

l. terlaksananya koordinasi pengawasan dan 
pengendalian pengelolaan barang milik daerah

m. jumlah optimalisasi pengguna, pemanfaatan, 
pemindahtanganan, pemeliharaan dan penghapusan 
barang milik daerah

g. Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang dan 

pemeliharaan milik daerah

i. Jumlah SKPD yang tertib administrasi dan 
pengelolaan barang milik daerah

j. Jumlah sertifikat terbit, jumlah tanah pemda bayar 
PBB dan kendaraan, gedung yang di asuransikan 


